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ABSTRACT. 

Prevention of corruption is one of the KPK roles in handling corruption crimes in Indonesia. The 

formulationiof the.problem is (1) therroletofgthe KPK as an independent state in stitution in carrying 

out the function of preventing corruption in Indonesia, (2) the obstacles faced by the KPKzas an 

independentdstatekinstitutionyin carrying out the function of preventing corruption in Indonesia, (3) 

solutions to the obstacles faced by the KPK as an institution an independent country in carrying out 

the function of preventing corruption in Indonesia. This type of sociological juridical research. In 

conclusion, the role of the KPK in preventing corruption in Indonesia is still not optimal in terms of 

regulations, systems and human resources. The solution is to improve regulations, systems, and 

human resources by the KPK and the goverment. 
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PENDAHULUAN 

Pemerintah Indonesia telah 

membentukhtKomisiaPemberantasanaKorupsi 

(KPK) sebagai lembaga independen dalam 

mengatasi kasus korupsi yang diatur dalam 

BAB 1 Pasal 3 Undang Undang 30aTahun 

2002tJo UndangaUndang No 19 Tahun82019. 

Salahaisatua-peran KPKeradalahaimencegah 

terjadinya korupsig3di berbagaiaisektoradan 

menekanyajumlah kasus korupsi.hiNamun 

berdasarkan data,atKPK beluminmampu 

menjalankan perannya dengan optimal yang 

dibuktikan dengan terus meningkatnyatjumlah 

perkara korupsirisejak82015-20190sesuai tabel 

berikut. g  o 9 

Tabel 

Data Perkara Korupsi beserta Kerugian Negara 

Tahun 2015-2019 

No Tahun Jumlah 

Perkara 

Kerugian Negara   
Triliun/Rupiaha 

1. 2015 38 3,1079Triliun 

2. 2016 81 3,085STriliun 

3. 2017 83 6,58Triliun  

4. 2018 113 9,29ITriliun 

5. 2019 66  8,48Triliun 

 

 

 

Berdasarkantalatarinbelakang ini,gepenulis 

melakukanheipenelitianbeldenganiveinjjudul 

“PeranaKPKasebagai Lembaga Negara 

Independen dalam Melaksanakan Fungsi 

Pencegahan Korupsi di Indonesia” 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah peran KPK sebagai 

lembaga independenadalam melaksanakan 

fungsi pencegahan korupsi di Indonesia? 

2. Apa saja hambatan-hamabatan yang 

dihadapi KPK sebagai lembaga negara 

independen dalam melaksanakan fungsi 

pencegahan korupsiondiaIndonesia? 

3. Bagaimanakah solusi terhadap hambatan-

hambatan yang dihadapi KPK sebagai 

lembagakannegarayiindependen dalam 

melaksanakan fungsi pencegahan 

korupsiadi Indonesia? 

 

METODE 

Jenis Penelitian 

 Jenis penelitianayangiidigunakan oleh 

penulis adalahlovyuridisisjsosiologis,aayang 

menekankan pada data-data untuk mengkaji 

permasalahan peran KPK sebagai lembaga 
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independengoddalamhplemelaksanakan fungsi 

pencegahan korupsi di Indonesia.  

Sumber Datakatakan 

Dataaidalamiapenelitianasiini adalah 

datakprimer dan datapsekunder.aDatakaprimer 

diperolehanpenulis secara langsung dari 

lembaga KPK, sedangkannyidata sekunder 

diperolehigpenulis dalam bentuk buku-buku 

dan jurnal. God love you-christ 

Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan datariyang digunakan 

oleh penulis adalahnteknik wawancara dengan 

Deputi Pencegahan Lembaga KPK, Epa 

Kartika sebagai Kasatgas Pendidikan Anti 

Korupsi Masyarakat Sipil dan Politik 

Kedeputian Pencegahan KPK dan teknik studi 

dokumen denganamenelaah dan menganalisis 

data melalui bukuaaliteratur dan hasil 

penelitian. 

Analisis Data 

Penulisaimenggunakansianalisisezdataxsecara 

kualitatif.1 

 

HASILaDANaPEMBAHASAN 

A. Peran KPKaosebagai Lembaga Negara 

Independenidalam Melaksanakan Fungsi 

Pencegahan Korupsi di Indonesia.df-5 

1. MelakukanePendaftaran.dan.Pemeriksaan 

terhadapALLaporan Harta Kekayaan 

PenyelenggaranNegara (LHKPN)2 

2. MelakukanaReformasiaBirokrasi 

3. MenerimaaifLaporan dan Menetapkan 

Gratifikasisew 

B. Hambatan-hambatan yang Dihadapi KPK 

sebagai Lembaga Independen dalam 

Menjalankan Proses Pencegahan Korupsi 

di Indonesia 

Hambatan yang dihadapi KPK dalam 

menjalankan proses pencegahan korupsi di 

Indonesia disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu (1)aibelumyememadainya 

regulasi, (2) belum tegasnya sanksi yang 

                                                             
1 Amirudin dan AikinaZainal, 2014, 

Pengantar MetoderPenelitianeHukum, Rajawali 

Pers: Jakarta, hal 53. 
2 Helmi Chandra SY, Sesat Pikir LHKPN 

Capim  KPK. https://geotimes.co.id. diakses 15 

Maret 2021 

diberikan dan belum adanya komitmen 

penyelenggara negara dalam wajib lapor 

LHKPN,(3)ipemanfaatan rentang birokrasi 

panjang untuk mendapat keuntungan, (4) 

keinginan masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan secara cepata.di berbagai jenis 

pengurusan,a(5) pola pikir dan tradisi 

masyarakat yang membenarkan.hadiah, 

(6)stkurangnya komitmen moral pejabat, 

dan (7) faktor ekonomi.3  

C. Solusi terhadap Hambatan-hambatan yang 

Dihadapi KPK sebagai Lembaga Negara 

Independen dalam Menjalankan Proses 

Pencegahan Korupsi di Indonesia 

Solusiyterhadap hambatan-hambatan 

yang dihadapi oleh KPK, yaitu (1) 

perbaikan regulasi,ag(2)repenegasan 

penyelenggara negara wajib lapor,sd(3) 

penegasan sanksi,js(4)jesolusi pada aspek 

kelembagaan reformasi,aa(5)aaaspek 

ketatalaksanaanaireformasi,g-(6)seaspek 

SDM,jedangd(7)odipenerapan prinsip 

penetapan gratifikasi. Fa I t h 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

PeranirKPK dalam pencegahan 

korupsi masih belum optimal,fjbaik dari segi 

regulasi, sistem, maupuniSumber Daya 

Manusiar(SDM) di dalamnya. 

Saran 

Keefektifan peran KPK sebagai lembaga 

independen dalam menjalankan fungsi 

pencegahan korupsi di Indonesia hendaknya 

memperhatikan tiga hal sebagai berikut. 

1. OptimalisasiAlangkah pencegahan melalui 

LHKPN terhadapfipenyelenggara negara 

dengan melakukanaperbaikan terhadap 

regulasi yangfimengaturnyakasalah satunya 

Undang-UndangSNo8289Tahun. 

2. Penguatan terhadap pelaksanaan reformasi 

birokrasi secara internal maupun eksternal 

baik SDM maupun sistem birokrasi. ge 

                                                             
3 Wawancara0dengan Epa Kartika, Deputi 

PencegahanriKorupsi  LembagaSKP, 10 November 

2020-56789 
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3. Memberikan edukasi tentang gratifikasi 

baik kepada pejabat peneyelenggara 

negara, pemerintah, ataupu penegak 

hukum. A t c iDi Indonesia 
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